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[.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan kelembagaan perbankan syariah di Is@omeengalami
peningkatan sejak dikeluarkannya UU N0.10 Tahun81¢&ng mengatudual
banking systendalam perbankan Indonesia. Menurut UU No.10 Tahf88
(Pasal 1 ayat 3) , “Bank umum adalah bank yang keateakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan prinamaiyyang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. dgdadang tersebut telah
memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan pelyamg lebih baik bagi
perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Fenomena ini terlihat dari semakin berkembangmghustri perbankan
syariah di tanah air. Pola bagi hasil, prinsip kesman dan segala bentuk transaksi
yang tidak mengandung riba yang ditawarkan olelk Isgariah ternyata semakin
menarik perhatian dan mulai diminati masyarakahkBaank konvensional mulai
berlomba membuka divisi syariah karena melihat minsasyarakat yang
demikian tinggi pada produk perbankan syariah. i&gja semakin banyak
bermunculan bank-bank umum yang kemudian mendiddgantor-kantor cabang
syariah. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada suttiank syariah di Indonesia
yakni Bank Muamalat Indonesia, maka hingga tahud72@rcatat di Statistik
Perbankan Indonesia terdapat tiga institusi bakialy di Indonesia yaitu Bank

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bargghl Syariah . Sementara



itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syaadalah 19 bank diantaranya
merupakan bank besar seperti Bank Negara Indo(fesiaero) dan Bank Rakyat
Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telahndik@n oleh Bank Perkreditan
Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Perkembangan perbankan syariah ini merupakanabetamomena yang
sangat unik dan menarik, karena fenomena ini justriadi di saat kondisi
perekonomian nasional berada pada keadaan yanckheematirkan. Ketika krisis
moneter melanda Indonesia pada pertengahan 19%r0, ksunga pinjaman
melambung tinggi hingga mencapai puluhan persenibakya nasabah
peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengendrali#@ana pinjaman
karena tingginya nilai suku bunga. Perbankan kosieeral tidak memiliki
ketersediaan dana likuid yang cukup untuk operasmya, sehingga banyak bank
yang gulung tikar. Sebaliknya, bank syariah mamputaban di saat krisis
moneter melanda. Para pelaku usaha yang menggudakandari bank syariah
tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persereka cukup berbagi hasil
dengan bank syariah. Hal tersebut merupakan seatbglajaran bagi pengambil
kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistanajgmen moneter
alternatif dan sistem manajemen syariah diyakirpatlanenjadi solusi dalam

membangun kembali sistem perekonomian di Indonesia.



Tabe 1.1.
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Indikator 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aset (Rp miliar) 1.790 2.728 4.086 7.944 15.211| 20.880
Pertumbuhan -+ 52,39 %| 49,78 %| 94,42 %| 91,48 %| 37,27 %
DPK (Rp miliar) 1.029  1.896 2.918 5.759| 11.728| 15.583
Pertumbuhan --+ 84,31 %| 53,85%| 97,38 %| 103,47 %| 32,97 %
Pembiayaan

(Rp miliar) 1.271 2.050 3.277 5.530 11.324| 15.232
Pertumbuhan -+ 61,25%| 59,85 %| 68,77 %| 104,77 %| 34,51 %
FDR 124 % 108 % 112 % 96 % 97 % 98 %
Pertumbuhan -+ -12,90 % 3,70 %| -14,29 % 1,04 %| 1,03%
Jumlah Kantor 62 96 138 234 337 458
Pertumbuhan -+ 54,84 %)| 43,75 %| 69,57 %| 44,02 %| 35,91 %

Sumber : BNI Tbk dan Bank Indonesia

Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa palan 2000 hingga

tahun 2005 perbankan syariah mengalami peningketikndari segi pertumbuhan
aset maupun kuantitas kelembagaan. Kantor bankabypada tahun 2000 hanya
berjumlah 62 buah dan pada tahun 2005 menjadibd@®. Namun apabila
dilihat dari angkaFinancing to Deposit RatiFDR) yang merupakan salah satu
indikator

kinerja perbankan, pada tahun 2003 merkkan tanda-tanda

penurunan yang cukup tinggi apabila dibandingkamgde tahun-tahun
sebelumnya. Sejak tahun 2003, tingkat FDR di Bay#righ berada pada angka
di bawah 100%. Angka FDR di bawah 100% berarti masidapat kelebihan
dana dari pihak ketiga yang belum disalurkan mef@mbiayaan di sektor-sektor

riil. Tanda-tanda semakin banyaknya dana yang madsdihat sejak MUI

mengeluarkan fatwa bunga bank haram pada akhint2003.



Financing to Deposit ratigFDR) merupakan perbandingan antara jumlah
pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah danakpketiga (DPK) yang
dihimpun dari masyarakat. Istlah FDR sama deng@rR L(Loan to Deposit
Ratio pada perbankan konvensional. Apabila nilai FDRgsenenerus menurun
hingga berada di bawah batas minimum yang ditetagk®agai angka patokan
kesehatan bank, maka posisi FDR seperti itu mekkaju terjadinya ekses
likuiditas pada industri perbankan syariah.

Rendahnya tingkat FDR tersebut akan menggamba&arsi likuiditas
suatu bank, karena FDR merupakan salah satu rdsiaitas yang umum
digunakan sebagai patokan angka kesehatan banlkak®emrendah FDR maka
semakin tinggi tingkat likuiditas. Hal ini sejalaiengan yang diungkapkan oleh
Muhammad (2005:258) dalam bukunya bahwa : “Rasimbi@yaan terhadap
dana pihak ketiga, menunjukkan kesehatan bank dale®mberikan
pembiayaan”. Dengan demikian maka yang harus dapk&en oleh pihak bank
ialah bukan hanya bagaimana usaha untuk memperegasit tetapi juga
bagaimana meningkatkan FDR melalui penyaluran payaban.

Menurunnya tingkat FDR disebabkan oleh tidak sdivgmya
pertumbuhan antara DPK dengan pembiayaan, di mamanbuhan pembiayaan
cenderung lebih lambat daripada DPK. Berdasarkém Biank Indonesia per Juni
2007, penghimpunan DPK perbankan syariah tercatassr Rp 22,714 triliun
atau meningkat 38,22 persen dibandingkan periodeadahun lalu Rp 16,433

triliun. Sedangkan penyaluran pembiayaan bank aygper Juni 2007 tercatat



sebesar Rp 22,969 triliun atau meningkat 26,47 epedibandingkan periode
serupa tahun lalu Rp 18,162 triliun.

Munculnya Fatwa Sidang ljma Komisi Fatwa Majelitatda Indonesia
(MUI) yang mengharamkan bunga bank juga turut membedil terhadap
percepatan pertumbuhan DPK di bank syariah. FatWaydng keluar pada akhir
tahun 2003 ini menyatakan bahwa bank, asuransiarpamdal, pegadaian,
koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun ddiviang melakukan
praktek pembungaan adalah haram. Akibatnya, baakatyberada dalam posisi
kelebihan DPK karena mengalami kesulitan menyatudana tersebut di sektor-
sektor produkitif.

Ketidakseimbangan antara penyerapan DPK dan peayapembiayaan
jelas bukan masalah yang sepele bagi perbankanialsyakarena dapat
menyebabkan terjadinya kelebihan likuiditas. Sepdilieritakan dalam harian
Republika 14 Agustus 2007 bahwa bila kelebihanidiikas tersebut tidak segera
disalurkan, maka hal itu dapat menyebabkan menyeutingkat bagi hasil dan
laba bank syariah.

Financing to Deposit RatiqdFDR) adalah rasio yang sangat umum
digunakan sebagai indikator kerawanan dan mengikomampuan likuiditas
suatu bank. Semakin rendah FDR maka semakin titiggkat likuiditas. Tingkat
FDR yang rendah dapat menunjukkan bahwa pengaldi@aa pihak ketiga yang
telah dihimpun bank belum berhasil disalurkan dalbemtuk pembiayaan.
Namun, FDR yang tinggi pun menggambarkan kurangnlyai posisi likuiditas

bank. Jadi bank harus senantiasa menjaga keseiarbéingkat FDR.



Sebagai lembaga intermediasi, tugas bank adalamghimapun dana
masyarakat, lalu menyalurkan dana tersebut dalamukeembiayaan. Makin
besar pembiayaan yang disalurkan, menunjukkan niedgar usaha bank tersebut
dalam menjalankan fungsi intermediasi. Salah satikator keuangan yang dapat
mengukur kemampuan suatu bank dalam menjalankagsifuntermediasinya
adalahFinancing to Deposit Rati(FDR).

Seperti telah disampaikan sebelumnya, kendati atanperkembangan
yang pesat, perbankan syariah mengalami persoalangenai rendahnya
penyaluran pembiayaan terutama dalam bentuk pesadnagiengan prinsip bagi
hasil. Bank syariah mulai kesulitan untuk menguaaripembiayaan sehingga
tingkat likuiditas pun bermasalah. Rendahnya pemgal pembiayaan dapat
mengakibatkan terjadinya kelebihan likuiditas. iamenunjukkan bahwa fungsi
intermediasi perbankan belum berjalan dengan lk@iena dana yang berhasil
dihimpun belum dapat disalurkan melalui pembiayaan.

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil mé&eapasalah satu
penyebab lambatnya pertumbuhan pembiayaan. Selamgeibankan syariah
masih mengutamakan pembiayaarurabahah (jual beli) dan belum banyak
menyalurkan pembiayaan dalam bentuk bagi hasihgghi pembiayaan dengan
prinsip jual beli mendominasi. Rendahnya penyalup@mbiayaan bagi hasil
terjadi karena bank syariah amat memperhatikanofakisiko danprudential
(kehati-hatian) banking Akan tetapi hal ini cukup beralasan, karena oisik
pembiayaan akad bagi hasil jauh lebih tinggi dilvagichn dengan pembiayaan

murabahah (jual beli). Untuk melakukan pembiayaangdn prinsip bagi hasil,



manajemen bank syariah harus memiliki kemampuangaredisa prospek dan
risiko usaha yang baik. Maka wajar apabila perbanksyariah masih
mengandalkan pembiayaamurabahah(jual beli) yang dianggap jauh lebih aman
dan belum banyak menyentuh pembiayaan bagi hasipertimudharabahdan
musyarakah Namun apabila ingin meningkatkan citra bank syarlan ingin
menonjolkan ciri khas perbankan syariah, pembiaybagi hasil merupakan
pembiayaan yang ideal bagi bank syariah. Pembiaya@amsip bagi hasil
merupakan salah satu keunggulan bank syariah diigltah bank konvensional
karena = mengedepankan prinsip kemitraan dan keaddahingga dapat
memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil.

PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk. (BMI) adalah bapériah pertama di
Indonesia yang selalu berusaha mengoptimalkan ymg dihimpunnya melalui
pembiayaan, namun dengan tetap mempertimbangkasigpikehati-hatian dan
analisis bisnis yang cermat untuk melindungi baak dsiko pembiayaan. Hal ini
sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk ng&atkan penerapaGood
Corporate Governanc€GCG) dan prinsip kehati-hatian perbankan. Penalaiay
yang dilakukan PT. BMI terdiri dari pembiayaamurabahah, istishna
mudharabahmusyarakahijarah dan sebagainya.

Dalam setiap periodenya, total pembiayaan Bank nvil@ cenderung
mengalami peningkatan, namun total pembiayaanngselat tersebut masih
rendah bila dibandingkan dengan total dana yangalsédrdihimpunnya. Seperti
telah dijelaskan sebelumnya akibat dari tidak semgbya pertumbuhan DPK dan

pembiayaan yang semakin besar adalah angka FDR dikaawatirkan akan



terus menurun. Ketidakseimbangan antara DPK darbjpgalan semakin besar
karena selama ini perbankan syariah kesulitan nherikgan pembiayaan terutama
dalam bentuk prinsip bagi hasil. Seperti diberitakialam harian Kompas 26
Februari 2004 bahwa ketidakseimbangan antara DRKpéabiayaan semakin
besar karena saat ini perbankan syariah semakinnseinperoleh debitor yang
dianggap layak, selain itu selama ini perbankamialyguga masih mengandalkan
pembiayaanmurabahah(jual beli) dan belum banyak menyentuh pembiayaan
yang bersifat bagi hasil, separtudharabatdanmusyarakah

Dari data secara nasional menunjukkan bahwa peadomiadengan prinsip
bagi hasil ternyata proporsinya masih kecil dalamlpiayaan bank-bank syariah,
dari total pembiayaan per tahun 2003 sebesar Rpt&ldin, porsi pembiayaan
murabahah mecapai 71,2%, sementara itu pembiayaansyarakah dan
mudharabahhanya sekitar 20,3%.

Fenomena rendahnya penyaluran pembiayaan dengasippbagi hasil
yang mana akan berpengaruh terhadapancing to Deposit Ratio(FDR)
merupakan permasalahan yang perlu dibahas. Bekdasktar belakang di atas
penelitian ini mencoba mengkaji tentang pengaruhljpayaan prinsip bagi hasil

terhadagrinancing to Deposit RatiFDR).



[.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatiaentfikasikan
masalah yang hendak diteliti oleh penulis adaldlagai berikut :
1. Bagaimana pembiayaan prinsip bagi hasil pada PTk Biluamalat
Indonesia,Thk ?
2. BagaimanaFinancing to Deposit RatidFDR) pada PT Bank Muamalat
Indonesia, Tbk ?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan prinsipasigjterhadapinancing to

Deposit RatiqFDR) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Thk ?

[.3. Maksud dan Tujuan Pendlitian
[.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-dang berkaitan
dengan pembiayaan prinsip bagi hasil pada PT. Banamalat Indonesia, Tbk
serta menguji apakah terdapat pengaruh yang pasitéfra pembiayaan prinsip
bagi hasil terhadapinancing to Deposit RatigFDR) pada PT Bank Muamalat

Indonesia, Thk.
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[.3.2. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang dikamusdi atas,
penelitian ini bertujuan :
1. untuk mengetahui pembiayaan prinsip bagi hasil pailaBank Muamalat
Indonesia, Tbk.
2. untuk mengetahui Financing to Deposit RatioFDR) pada PT Bank
Muamalat Indonesia, Tbk.
3. untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaangpbagi hasil terhadap

Financing to Deposit RatiFDR) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

|.4. Kegunaan Pendlitian
l.4.1. Kegunaan Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil gerelini diharapkan
dapat memberikan gambaran tentang adanya pengataia @embiayaan prinsip
bagi hasil terhadapinancing to Deposit RatigFDR) pada PT. Bank Muamalat

Indonesia, Thk.

[.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan damsan mengenai masalah
yang diteliti sehingga akan meningkatkan kualitegdnkuan dari penelitian
tersebut.

2. Bagi bank yang ditelit, dapat memberikan masukzagi manajemen

perusahaan dalam menjalankan dan mengelola aktivgahanya , terutama
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yang berkaitan dengan tingk&inancing to Deposit Ratialan kebijakan

penyaluran pembiayaan.

I.5. Kerangka Pemikiran, Asums dan Hipotesis
[.5.1. Kerangka Pemikiran

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasasyariah atau
prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islang yaelarang sistem bunga
atau riba yang memberatkan, maka bank syariah éesipberdasarkan prinsip
bagi hasil pada semua aktivitas bisnisnya atag #tasataraan dan keadilan.

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak berbedagade bank
konvensional, yaitu sebagai penghimpun dan penyddma masyarakat namun
berdasarkan syariah. Penghimpunan dana dari maayagan penyalurannya
kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaeedif dalam bank
konvensional) merupakan dua fungsi utama bank tidag dapat dipisahkan satu
sama lain. Fungsi pemberian pembiayaan/kredit ticakgkin ada tanpa ada
fungsi penghimpunan dana. Hal ini sejalan dengag yisampaikan Adiwarman
Karim (2004:18) dalam bukunya bahwa : “ Bank adaatu lembaga keuangan
yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menedepesit, menyalurkan dana
dan memberikan jasa”.

Peranan bank sebagai lembaga perantara jasa keuafigancial
intermediary yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dasyanakat,

diharapkan dengan dana tersebut dapat membantuips&helalam pembiayaan
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pembangunan negara. Dengan kata lain, bank memegaagan penting sebagai
lembaga penyedia modal pengembangan sektor-sekidulgif.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi panéhs Hasil dari
penyaluran pembiayaan diharapkan dapat memperolebintlingan dan
mengembangkan usahanya agar semakin banyak masyayakg dapat
dilayaninya. Penyaluran pembiayaan mendatangkamtilwegan bagi bank,
semakin besar volume pembiayaan maka akan menipgkatkeuntungan yang
diterima bank.

Bank syariah membagi pembiayaan menjadi beberps, jsebagaimana
diungkapkan Adiwarman Karim (2004:87) dalam bukubghwa :

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabahasgaris besar produk

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategang dibedakan

berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu pembiayaagadeprinsip jual
beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaagatgeprinsip bagi
hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan bagi hasil merupakan ciri khas prag@kbankan syariah,
karena hal ini yang membedakannya dengan bank keiorel yang beroperasi
dengan sistem bunga. Pembiayaan ini mengedepankasippkemitraan dan
keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebskepada sektor riil.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankanadydapat dilakukan

dalam empat akad utama, yaial-musyarakah, al-mudharabah, al-

muzara’ah,dan al-musagahSungguhpun demikian, prinsip yang paling
banyak dipakai adalahl-musyarakatdan al-mudharabah sedangkaral-
muzara’ah dan al-musaqgah dipergunakan khusus untuklantation

financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.
(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:90)
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Muhammad Syafi'i Antonio (2001:90) dalam bukunya&ngungkapkan

bahwa:

Al-musyarakahadalah akad kerja sama antara dua pihak atau Ueibitk

usaha tertentu di mana masing-masing pihak mendrekkntribusi dana

(atau amaéxpertis¢ dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun pengertian dadl-mudharabah sebagaimana yang disampaikan
Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya adalah sebagrikut :

Al-mudharabahadalah akad kerja sama usaha antara dua pihakaima

pihak pertama shahibul maagl menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keursmngsaha secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang ditaand&lam kontrak,
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik meééama kerugian
itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandairkgugian itu
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sggela, si pengelola
harus bertanggung jawab atas kerugian tersebuthgMmad Syafi’i

Antonio, 2001:95)

Sebagai lembaga intermediasi, tugas bank adalaghimepun dana dari
masyarakat lalu menyalurkannya dalam bentuk perabray Makin besar
pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin beaha bank tersebut dalam
menjalankan fungsi intermediasi. Penyaluran penaaaytersebut harus dilandasi
dengan prinsip kehati-hatian dan analisis bisnisigyaermat, agar tidak
menimbulkan pembiayaan bermasaldbrf Performing Financing

Usaha peningkatan pembiayaan bagi hasil dimaksudkatuk
meningkatkan tingkat penyaluran pembiayaan bank risdya Sehingga
pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tinggi atlagiimbangi dengan
adanya pertumbuhan pembiayaan yang tinggi pula.bifgpapertumbuhan

pembiayaan lebih rendah dari DPK, maka tingkat FIRBn semakin rendah. Hal

ini  mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan gyaendah dapat
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berpengaruh terhadap tingkat FDR yang akan didagak syariah. Rendahnya
tingkat FDR menggambarkan kondisi bank mengalaniebiean likuiditas,
karena dana yang berhasil dihimpun dari masyara#tak disalurkan melalui
pembiayaan sehingga bank tidak menghasilkan kegatun

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakamugrounggulan
perbankan syariah, namun selama ini perbankanagyanasih mengandalkan
pembiayaan jual beli dan belum banyak menyentuhbpgman yang bersifat
bagi hasil. Hingga saat ini pembiayaan perbankanay masih didominasi akad
murabahah(jual beli). Rendahnya porsi pembiayaan bagi halsiin berdampak
pada FDR. Tingkat FDR yang rendah menunjukkan batavea yang dihimpun
bank belum berhasil disalurkan dalam bentuk penalaiaySemakin rendah FDR
maka semakin tinggi tingkat likuiditas.

Financing to deposit RatiFDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana
pihak ketiga. Rasio ini sama dendaryan to Deposit RatigLDR) pada perbankan
konvensional. Sebagaimana diungkapkan oleh Muham(@885:258) dalam
bukunya bahwa “Untuk bank syariah rasio pembiaysahadap dana pihak
ketiga disebuFinancing to Deposit RatiFDR)”.

Financing to Deposit Ratimerupakan rasio yang sangat umum digunakan
sebagai indikator kerawanan dan mengukur kemampkaiditas suatu bank.
Rasio ini merupakan salah satu rasio likuiditas yleng paling banyak digunakan
untuk menilai kinerja keuangan suatu bank. Bagikbamasalah likuiditas

merupakan masalah yang sangat penting karenaitaerklengan keamanan dan
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terjaminnya kepentingan nasabah. Selain itu peasobkuiditas berkaitan erat
dengan kepercayaan masyarakat, pemerintah danahasathadap bank yang
bersangkutan. Keteledoran bank dalam menjaga pibsiglitas atau kesengajaan
membiarkan posisi likuiditas berada di bawah mimmakan menyulitkan bank
itu sendiri karena secara berangsur-angsur posisa-dana tunai yang harus
dikuasai bank akan semakin menipis.

Angka Financing to Deposit Raticuatu bank harus selalu berada pada
posisi yang seimbang, tidak terlalu rendah namuga jtidak terlalu tinggi
melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Ind@né....Bank Indonesia
dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankanshetda prinsip kehati-
hatian menetapkan bahwa...ketentudimancing to deposit ratio (FDR)
maksimum 110% ”. (Dahlan Siamat, 2001:71). Ketemturh dimaksudkan agar
bank dapat mengoptimalkan penggunaan dana yahgdiedihimpunnya dalam
bentuk penyaluran pembiayaan, namun dengan tetayagae posisi likuiditas
dalam keadaan sehat.

Berdasarkan pemikiran penulis, gambaran pembiapaasip bagi hasil
berpengaruh terhadapinancing to Deposit Raticdapat digambarkan secara

skematis sebagai berikut :
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Bank
A 4 A 4
Menghimpun Dana Menyalurkan Dana
A 4 A 4
Dana Pihak Ketiga & Pembiayaan
Ekuitas (Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa dan
Akad Pelenaka)

A 4
A

Financing to Deposit Ratio

Y
Likuiditas

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran

Untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang attasliti maka
digunakan paradigma penelitian , hal ini sesuagdenyang diungkapkan oleh
Sugiyono (2007:5) bahwa “ Paradigma penelitian adapola fikir yang
menunjukkan hubungan antar variabel yang akantditel

Berdasarkan pengertian tersebut maka paradigmalitmendni dapat

digambarkan sebagai berikut :

Variabel bebas (X) Variabel terikat (Y)
Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil »| Financing to Deposit Ratio
(FDR)
Gambar 1.2.

Paradigma Penelitian
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15.2. Asumsi
Penelitian yang baik memerlukan pedoman sebagsardpenelitian,
sehingga dapat mempertanggung jawabkan kebenaraSoyersimi Arikunto
(1998:65) mengemukakan bahwa : “ Asumsi atau aragjg@asar adalah suatu
yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang haiusmuskan secara jelas”.
Berdasarkan pengertian di atas maka asumsi ganeti adalah :
1. Bank syariah yang diteliti selama ini telah nadampkan fungsi intermediasi,
artinya bank melakukan kegiatan penghimpunan daygbgran dana.
2. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemhmagaasip bagi hasil, jual

beli, sewa dan akad pelengkap lainnya.

1.5.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2007:82) mengungkapkan bahwapdkéisis diartikan
sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalelitian”.

Berdasarkan definisi tersebut maka hipotesis pemel ini adalah
“Pembiayaan prinsip bagi hasil berpengaruh pasithadag-inancing to Deposit

Ratio (FDRY)”.

|.6. Lokas dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada PT. Bank Muamalat Ind@erbk. Sedangkan
untuk  keperluan pengambilan data dilakukan denganengakses

www.muamalatbank.canPenelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktobed720

sampai dengan Februari 2008.



